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PERMASALAHAN YURIDIS YANG TIMBUL TERKAIT LISENSI MEREK
TERKENAL

Agung Sujatmiko'

Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Jalan Darmawangsa Dalam Selatan Surabaya, Jawa Timur 60222

Abstracl

Exclusive rights on trademark also cover the rtght to give perrnission to others lo use the mark Righ*
licensing is a licensing awanent. It takes two main pinciples of contract law, narnelyftcedom of contract
and good faith to enforce the contlact. Strengthening the pinciples as the basis for the creation and
implementation ofa mark license agreement is required given the continuity of the implementation ofa
mar* Iicensing agreement is highly dependent on the goodwill of the panies to implement the agreement.
Strcngthening ofthe pinciples can be achieved when the Wrties arc honest andfully undeaake to honour
the agreement which they had agreed together.

Kqtuords : trademark rights, licensing, agreement.

Intisan

Hak eksklusifpada hak atas merek termasuk hak untuk memberi izin pada orang lain untrk menggunakan
merek. Hak pemberian izin tersebut merupakan perjanjian lisensi. Diperlukan dua prinsip utama hukum
kontrak, yakni prinsip kebebasan berkontrak dan prinsip itikad baik untuk menegakkan kontrak yang

disepakati. Penguatan prinsip kebebasan berkontrak dan itikad baik sebagai dasar pembuatan dan
pelaksanaan perjanjian lisensi merek diperlukan metrgingat keberlangsungan pelaksanaan perjanjian
lisensi merek sangat tergantuog pada niat baik para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian. Penguatan

terhadap kedua prinsip itu dapat tercapai manakala para pihak secara jujw dan penuh tanggungjawab
melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati bersama.

Keta Kunci: hak mereh lisensi, perjanjian.
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A- Pendahuluan

Hak merek sebagai salah satu bagian Hak

Kekayaan lnteleknral (IIKI) memiliki fungsi yang

penting dalam dunia perdagangan karena hak ini
bukan hanya men4raken pembeda antara bara[g

dan atau jasa sejenis, melainkan juga berfimgsi

sebagai alat untuk memenangkan persaingan

dalam merebut pasar konsumeo. Di samping ih1

suatu merek yang telah menjadi merek terkeoal

juga berfungsi seha;gar goodwill d,n aset per-

usahaan yang tidak ternilai harganya. Suatu merek

yang menjadi merek terkenal menjadi an&lan
pengrsaha dalan memenangka" persaingan yang

semakin ketat. Fakta itu menyebabkan merek-

merek terkenal menjadi incaran pemalsuan dan

penyalahgunaan bagi pihak-pihak yang beritikad

buruk Sebagai bagian dari HKI, hak merek

merupakan hak yang bersifat khusus. Hak khusus

temebut pada dasamya bersifat eksklusif dan

monopolistik di rnaoe hanya pemilik hak yang

dapat mehksanakan dan menikmati hak khusus ini
se&ngkan orang lein tidak boleh menggunaka[-

oya tanpa seizin P€miliknya.r
Perlindungan terhadap merek terkenal diper-

lukan karena untuk menjadikan suatu merek

menjadi terkenal dibutuhkan wx!6fu dan [iayx
yang besar, seperti pengiklanan, pendaftaran, dan

peliseosian di berbagai negara Untuk membuat

suatu merek menjadi merek terkenal yang mampu

menunj"tkan jaminan kualitas atau reputasi suatu

produk tertentu diperlukan upaya yang tidak

mudah, waktu yang lama, serta biaya yang tidak

sedikit. Sebagai contoh, merek minuman ringan

Coca Cola dari Amerika Serikat memerl'rkan

waktu 100 tahun untuk menjadi merek terkenal.

Adapun merek Toyota dan McDonald masing-

masing memerlukan waktu 30 dan 40 tahun. Jika

suatu merck telah menjadi terkenal (well-bown),

maka merek tersebut akan menjadi kekayaan

yans tinCgr filainya (goodwill). Akaa

tetapi, tidak dapat dihindari bahwa keterkenalan

tersebut akan memancing produsen lain untuk

menjalankan perilaku bisnis curang dengan

membajak atau meniru merek yang bersangkur

an. Perilaku ini didasari niat yang buruk untuk

meraup keuntungan yang besar dengan merugikan

pemilik merek terkenal.2

Sengketa yang diakibatkan oleh pelanggaran

merek terkenal dalam dunia perdagangan tidak

rcrlepas dari adanya itikad buruk dari pelaku usaha

unhrk memenangkan persaingan dalam merebut

pasar. Persaingan itu dilahkan secara tidak jujur

dan tidak,fat Akibatnya, pemilik merek menderita

kerugian. Beberapa di antara pe6uatar yapB

mengarah pada persaingan tidak sehat itu adalah

penggunaan merek yang sama pada pokohya

atau s:una pada keseluruhannya, fiadqtrn
passtng of, penjiplakan mentah-mentah3 (slcuisft

imitatiory'slaavse nabostitrg) datl sebtgainya. Atas

dasar alasan tersebut hak merek perlu diliodtgi.
Konsep perlindungan hukum terhadap hak merek

tersebut meogacu pada sifat hak merek yang

bersifat khusus (*clustve).4 Hak kebendaan yang

sifatnya monopoli tersebut dapat dip,kri oleh

orang lain dengan izin dari pemilik merek. Dalam

prakte( izin itu berupa pemberian lisensi melahi
pe{anjian lisensi (licercing agreement).

Di sisi laiq kontrak lisensi yang menjadi

dasar ikata! hukum (alas hak) antara pemberi

lisensi dan penerima lisensi seringkali dilanggar

sehingga timbul sengketa yang menyangkut hak

dan kewajiban yang telah mereka sepakati dalom

kontrak lisensi. Dengan danikian, prinsip itikad

baik yang diamanatkan oleh hukum kontrak

terabaikan. Hal yang demikian terjadi. dalam

perkara lisensi merek terkenal Cap Kaki Tiga

yang sekarang sedang disidangkan di Pengadilan

Niaga Jakarta Pusat sedangkan pada merek

Good Year, sengketa timbul akibat ketidakjelasan

dalam ketentuan perjanjian lisensi yang tidak

I

I

Amc FiEg€i.I4 ., ar,, 2W,Int eaul hopeny ia Pti,ciple,lttt W.Co., Syrhdy, hlD" 363.
k s.tyoHldihrr.*lldoko,shoblcdlilrP.ilindl[tluM.rrf,dilDdoD6i!",lrQ:/batcttnfp.*wb&&@r!fuoblcratitaFbaotgor-
nat*d-indonqia4 diak(3 2l J.aulri 2012.
bd.
A!tr FiE$rst4 c, dl, @.cir., ht!- 363.



mencantumkan batas waktu keberlakuan per-

janjian lisensi. Ketidakjelasan ini membuat pihak

tergugat bisa menggrmakan merek Good Year

tanpa batas, yang kemudian dipermasalahkan oleh

peuggugat. Agar terbentuk perjanjian lisensi yang

dapat dijadikan pedoman dan dasar bagai para

pihalq maka diperlukan penguatan prinsip ke-

bebasan be*ontrak dan itikad baik sebagai

prinsip utama dalam pembuatan drn pelaksanaan

perjanjian lisensi merek tertenal. Apabila imple-

mentasi kedua prinsip lemah, maka perjanjian

lisensi be{alan dengan tidak sebagaimana mesti

nya. Sebaliloya apabila kedua prinsip tersebut

kuat, maka perjanjian lisensi akan memberikan

manfaat yang sigrrifikan kepada para pihak

sehingga tujuan perjanjian lisensi dapat tercapai.

Penguatan prinsip kebebasan berkontrak dan

itikad itu dapat mengaasi berbagai

permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan

perjanjian lisensi merek tsrkenal. Atas dasar itu,

artikel ini akan fokus membahas permasalahan

yang timbul dalam perjanjian lisensi merek

terkenal serta p€rlunya penguatan prinsip

kebebasan kontrak dan itikad baik dalam lisensi

merek terkenal.

B, Pembahasan

1. Masalah-Masalrh yang Timbul
Prinsip itikad baik yang menjadi landasan

berlakunya perjanjian lisensi merek tidak bisa

meojamin bahwa perjanjian tersebut akan

berlangsung secara aman dan lancar. Prinsip

pacta sunt s*t anda yang terdapat dalam Pasal

1338 ayat (1) Burgerlijk Wetboek (B.W.) dengan

tegas menyatakan bahwa "semua persetujuan

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya".

Prinsip itu mengamanatkan bahwa sebagai suatu

IleBetujuan, perjanjian lisensi merupakan suatu

aturan yang harus ditaati oleh para pihak yang

membuatnya. Aturan itu bersifat memaksa, karena

apabila tidak ditaati akan berpotensi menimbulkan
sengketa hukum. Hal itu dipertegas lagi dalam

Pasal 1338 ayat (2) B.W. yang menyatakan bahwa

Sul.,,ntko, Pemasalahan Yutidis yang Timbul Te*ait Lisensi Merek Ted<enal 17

'lenetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik

kembali selain dengan sepakat kedua belah pihalq

atau karena alasan-alasan yang oleh undang-

undong dinyatakan cukup untuk itu'.
Prinsip bahwa persetujuao itu berlaku sebagai

undang-undang bagi pembuatnya kadangkala

diabaikan oleh para pihak. Para pihak membuat

kesalahan yang mengakibatkau kerugiaa pihak

lainnya. Kesalahan itu terjadi karena kesengajaan

yang dipicu oleh beberapa faktor. Kesalahan-

kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan

tercebut membuat prinsip itikad baik yang

diamanatkanolehPasal 1338 ayat(3)B.W. menjadi

terabaikan. Ada beberapa hal yang menyebabkan

persoalan dalam perjanjian lisensi merek terkenal.

Tulisan ini akan membrhas beberapa hal di

antaratrya.

Pertama, pemutusar perjanjian secara

sepihak di tengah jalao adalah salah satu pemicu

persoalan &alam perjanjian lisensi. Karena

pemutusan ini akan merugikan pihak yang lain

(terutama jika dilakukan oleh pihak pemberi

lisensi), maka sangat mung&in pihak lawan akan

mengajukan gugataL Ada beb€rapa alasan yang

bisa diajukan oleh penberi lisensi sebagai d"sar

pembatalan perjanjian lisansi secara sepihak.

Misalnya" penerima lisensi tidak membayar

royalti sebagaimana yang diperjanjikan; penerima

lisensi memproduksi barang di luar jrrmlah yzag

diperjanjikan; penerima lisensi memproduksi

barang di luar wilayah yang ditentukan; atau

penerima lisensi terus memproduksi barang aau
jasa meskipun kontrak lisensinya telah berakhir.

Adapun beberapa alasan bagi penerima lisensi

untuk meminta pembatalan pe{anjian lisensi

misalnya adalah penaikan secara sepihak jumlah

royalti yang harus dibayarkan; pembatasan jumlah

produk yang boleh diproduksi oleh penerima

lisensi; atau pembatasan wilayah keberlakuan

perjanjian lisensi.

Apabila pemberi lisensi memutuskan

perjanj ian lisensi, penerima lisensi dirugikankarena

ia telah mengeluarkan biaya yang besar untuk

berinvestasi. Investasi yang telah ditanamkannya
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akan hilang sebelum meraih keuntungan. Di

samping menderita kerugian materiil, penerima

lisensi juga kehilangan kesempatan untuk

menggunakan dan memproduksi barang/jasa di

bawah nama merek yang berso"gkutan. Kerugian

immateriil ini seringkali lebih besar nilainya jika

dibandingkan dengan kerugian materiil karena

merupakan suatu kebenggaan bagi penerima

lisensi untuk menggunakan merek yang ber-

sangkutan. Rasa bangga terhadap merek yang

dilisensikannya merupakao suatu hal yang tidak

$i53 dinilal flmgan uang.

Rancangan keputusan presiden yaug meng-

atur teDtaug lisensi merek juga meDgatur tentang

hak penerima lisensi untuk menuntut pernbatalan

perjanjian lisensi dengan alasan salah satu pihak

tialak melaksanakan perjanjian sebagaimana

mestinya Hak tersebut menunjrrtkan 6{a1yn

kesamaan derajat antara pemberi dan penefima

lisensi. Meskipun demikian jarang sekali ditemu-

kan dalam praktik pemutusan perjanjian yang

dilakukan oleh penerima lisensi. Praktik yang

umum adalah pemutusan tersebut dilakukan oleh

pemberi lisensi. Ini menunj 'kkan dominasi pem-

beri lisensi yang begitu kuat sehingga pemutusan

perjanjian sepihak ini depat menimbulkan ke-

rugian bagi penerima lisensi.

Beberapa kemungkinan tersebut amat rentan

terjadi dalam praktik. Oleh karena itu, para

pihak harus mengantisipasinya. Antisipasi itu

merupakatr suatu hal yang amat penting demi

menjamin kelancaran dan manfaat perjanjian

lisensi. Pelaksanaan kontrak lisensi di Amerika

dan negara-negara Uni Eropa misalnya selalu

mencantumkan ketentuan mengenai pembatalan

perjanjian di tengah jalan supaya masing-masing

pihak mengetahui d"n memahaminya.5 Jika

penerima lisensi akan memutuskan pe{anjian di
tengah jalan, maka rencana pemutusan itu harus

diberitahukan terlebih dahulu kepada pemberi

lisensi dan begitu pula sebaliknya. Pemutusan

akan mulai berlaku sebulan ke depan (ada pula

peraturan yang memandatkan wakhr 60 hari ke

depan), sehingga para pihak memiliki waktu untuk

mempeEiapkan perubahan operasional perusaha-

an dan menghindari kerugian. Hal yang dcmikian

ini merupatan suatu hal yang baik, karena dalam

kontrak lisensi mereh investasi yang ditan€mkan

oleh penerima lisensi jumlahnya sangat besar dan

metryangkut tenaga kerja yang banyak pula.

Di Uni Eropa dan Arnerik46 berdasa*an

contoh kootrak lisensi yang ad4 pemutusan per-

janjian secara sepihak bisa dilah*an karena be-

berapa hal. Pertama, penerina lisensi tidak

konsisten dalam menggun"kan merok yang

dilisensikan. Keduq penerima lisensi tidak mem-

bayar royalti sesuai dengan yang diperjanjikan.

Ketiga, penerima lisensi tidak menjaga ftralitas
produk yang dihasilkan. Jika pemutusan tcrsebut

diajukan o1"O penerima lisensi, pemberitahuan

harus diberitahukan kepada pemberi lisensi

dalam waktu 3 bulan sebelum pemutusan

perjanjian. Setelah pemutusan bcrlakq penerima

lisensi tidak boleh lagi menggunakan merek

yang bersangkutan. Ketentuan tersebut saogat

baik dan perlu untuk dipertimbangkan tmtuk

diterapkan dalam pelaksanaan pe{anjian lisensi

di Indonesia, mengingat di Indonesia seringkali

terjadi permasalahan terkait dengau pembatalan

perjanjian lisensi di tengah jalan.

Kedua, masalah pengguraan merck bam

oleh penerima lisensi di tengah masa berlaku

perjanjian lisensi. Merek baru ini serirykali

merupakan merek penerima lisensi sendiri yang

diciptakan untuk ekspansi usaha. Ketteradaan

merek baru yang digunakan pada produk barang

yang s:rma bisa mengurangi penjualat produk

barang atau jasa yang menggunakalr merek

yang dilisensikan sehingga merugikan pemberi

lisensi. Untuk mengatasi permasalahau ini,

dalam perjanjian lisensi sebaiknya diperjanjikan

mengenai kebolehan pengguraan merek baru.

Dsvid J- FranUyD, "The ApFdrent Mdufacturcr Doctsirc, Trad€Estt Lic€osor asd ltc Third Rescrerrent ofTorB", Casc Peitet, Reserve
Law Revie$t,yol. 49, StJmmcr 1999, t D- 8.
Ibid.,htm. t5.



Penggunaan merek baru arnat mungkh terjadi

sehingga harus diantisipasi oleh para pihak. Ada

yang mengharuskan bahwa jika penerima lisersi

bermaksud menggunakan merek baru, maka

penerima lisensi harus mengonsultasikannya ter-

lebih dahulu dengan pemberi lisensi agar pemberi

lisensi dapat mengantisipasinya dalam kontrak

lisensi. Semata-mata hrl ini ditegakkan untuk

melindungi kepentingan pemberi lisensi, karcna

sebagai pemilik merek, pemberi lisensi tidak mau

dirugikan dengau tindakan penerima lisensi yang

cenderung akan merugikannya. Pemakaian merek

baru tersebut harus dikonsultasikan dan disetujui

oleh pemberi lisensi, karena sangat mungkin

merek baru menjadi ancaman atau kompetitor

merek yang dilisensikan.

Ketiga, masalah di mana manan penerima

lisensi memproduksi barang/jasa di bawah merek

lain namun sebenarnya berkualitas sama persis

dengan barang/jasa yang pemah dilisensikan oleh

mantan pemberi lisensi. Kondisi ini atan nlsrn-

buat mantan pemberi lisensi selaku pemilik merek

akan menderita kerugian, karena berpotensi

mengurangi jumlah penjualan produk barang

aau jasanya. Pemilik merek rkan mendapat-

kan kompetitor baru yang tidak lain merupakan

mantan penerima lisensi mereknya. Untuk meng-

atasi kemungkinan seperti ihr, sebaiknya dalam

perjanjian lisensi diperjanjikan bahwa setelah

perjanjian lisensi berakhir, penerima lisersi tidak

diperbolehkan lagi berusaha di bi'dang yaDg sama

dengan pemilik merek.

Beberapa masalah yang mungkin timbul ter-

sebut mengindikasikan bahwa perjanjian lisensi

sebenarnya rawan terhadap sengketa jika tidak

dibuat secara lengkap dan terbuka. Masing-masing

pihak <lituntut untuk memaharni dan meng€d
isi den .ma}<sud perjanjian. Setelah perjanjian

ditandatangani, para pihak wajib melaksanakan-

nya dengan itikad baik. Oleh karena ihr, agar

pe{anjian lisensi berjalan dengan lancar dan tidak
merugikan salah satu pihak, perjanjian tersebut

harus dibuat secara adil dan terbuka. Para pihak
juga harus menyatakan persetujuan masing-

masing secara sukarela dan tanpa paksaan.

Sebelum para pihak membuat dan menanda-

tangani kontrak lisensi, perlu dipikirkan

pembuatan kontrak lisensi yang humanis, yang

menguntungkan semua pihak. Hal ini semata-

mata sebagai tuntutan bahwa perjanjian lisensi

merupakan suatu kootrak yang berdasar{<an

prinsip konsensualisme dan itikad baik. Jika

tidak dilaksanakan berdasarkan itikad bail skan

terjadi sengketa di antara para pihak, seperti yang

terjadi dalam kasus merek Good Year yarg lelah

diputus oleh Mahkamah Agung dalam putusan

No. 019KA,I/HaKV2004 tertanggal 15 Februari

2005. Pada pokoknya, putusan ini menyatakan

bahwa pe{anjian lisensi yang telah dibuat para

pihak menjadi dasar berlakunya perjanjian,

sehingga para pihak hanrs mematuhinya. Putusan

Pengadilan Niaga Jakarta No. l9lMereU2(M/
PN.Niaga dalam perkara tersebut juga me,ryata-

kan hal yang samq bahwa perjanjian lisensi

menjadi dasar berlakunya perjanjian d,n para

pihak harus memetuhinya.

Dalam kqsus Good Year, masa perjanjian

1i."r5i lidek dibuat secara jelas sehingga me-

munculkau sengketa. Karena tidak ada baas wa.ktu

berlakunya pe{anjian lisensi, pihak tergugat bisa

menggunakan frerek Good tsedr tanpa bat8s,

hal mana yang kernudian dipermasalahkan oleh

penggugat. P€ngguaatr r]rerrek Good Year tgrsebut

oleh penggugat dianggap sebagai pelanggaran.

Tergugat menolak tuduhan pelanggaran tersebut

dengan mendalilkan bahwa perjanjian yang telah

dibuaoya dengan penggugat mempeftolebkan

penggunaan yang demikian, dan bahwa selama

perjanjian berlangsung tergugat telah membayar

royalti sebagaimana yang ditentukan. Pembayarao

royalti tersebut terus dilakukan sehingga ada

alasan bagi tergugat untuk menggunakan merek

Good Year tanpa batas waktu sesuai dengan isi
pe{anjian. Perjanjian lisensi tersebut memang aneh

dan tidak umum, karena biasanya dalam setiap

perjanjian lisensi jangka waktu pe{anjiannya

ditentukan $ecara tegas. Oleh karena ltu, supaya

tidak menimbulkan sengketa, perjanjian lisensi

Sula'nlko, Permasalahan Yuidis yang ftmbul Ted<ait Usensi Merek Tetuenal 19
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merek harus dibuat secara lengkap, jelas .len

akurat sehingga tidak menimbulkan multi tafsir

pada para pihak. Jika firLk lengkap, maka

para pihak akan menafsfukan sesuai dengan

kehendaknya, yang berakibat merugikan pihak

lain. Itikad baik dalam perjanjian lisensi menjadi

tidak berguna, jika perjanjiannya dibuat dengan

banyak celah yang memungkinkan pihak lain

berbuat dan menafsirkannya secara tidak tepat.

Itikad baik dalam perjaqiian lisensi merek harus

diimbangi dengan perjanjian yang baik dan

tidak memungkinkan pihak lain menafsirkan

sesuai dengan kehendaknya, dengan kata lain,

pefanjiannya harus bersifat satu tafsir, dan tidak

membuka kesempatan pihak lain untuk be6eda

tafsir.

2. Pengurtrn Prinsipprinsip Eukum Kon-

trek delam Lisensi Merek Terkensl

Mengingat bahwa perjanjian lisensi merek

terkenal tersebut rentan terhadap berbagai masalah

yang timbul, maka diperlukan suatu penguxtan

terhadap prinsip utama hukum kontak yang

meqiadi landasan berlakrmya perjanjian. Prinsip

tersebut a&lah prinsip kebebasan berkontrak dan

prinsip itikad baik.

a) Prinsip Kebebesan Berkontrak
Prinsip ini pada asasnya menegaskan bahwa

perjanjian lisensi merek dibuat berdasarkan

kebebasan berkonhak (freedom of contract). Ke-
bebasan berkontrak diterapkan dalam pembuatan

perjanjian lisensi merek. Para pihak diberi ke-

bebasan unhrk merumuskan isi perjanjian lisensi

sesuai dengan kehendaknya apsing-masing yang

menyangkut berapa royalti yang harus dibayar,

waktu pembayaran royalti, penyelesaian sengketa,

dan berakhimya perjanjian lisensi. Berdasar

prinsip ini para pihak diharapkan memperoleh

keunhrngan yang diharapkan. Pemilik merek se-

laku &censor akan mendapatkan manfaat ekonomi

yang besar, demikian pula penerima lisensi. Hal

ini sebagaimana dikatakan oleh Yohanes Sogar

Simamora bahwa kebebasan berkontrak amat

penting dalam mendukung kepentingan para

pelaku ekonomi.T Pendapat Simamora tersebut

diilhami oleh pendapat Atiyah yang menyatakan

bahwa isi kontrak pada umrmmya berkaitan

dengan pertukaran ekonomi (economic *-
change).E Oleh karena itu, lebih lanjut Simamora

bahwa hukum kontrak mErupakan

instrumen hulorm yang mengahr terjAdinya

pertukaran itu dan sekaligus memberikan per-

lindungan bagi pihak yang dirugikan.'

Terkait dengan perjanjian lisensi 6rerek,

prinsip kebebasan berkontrak tenebut diimFle-

mentasikan ke dalam isi/substaosi pe{anjias yang

menyangkut antara lain mengenai pembayaran

royalti, masa berlaku perjanjian lisensi, pcnye-

lesaian sengketa, dan sebagainya- Dalam Pasal 43

sampai dengan 49 lru l5l2001 (Undang-Undang

Merek (JUM)) tidak ada ketentuan mongenai

berapa royalti yaug harus dibryac oleh llcensee

(penerima lisensi) kepada ltcensor (pembei

lisensi). Demikian juga mengenai teknis pem-

bayarannya, apakah tiaP bulan, tiap tahrm, sernua

diserahkan pada para pihak untuk metrgatumya

dalam perjanjian. Hal yang menyangkut mcngenai

berakhimya perjanjian juga tidak diaor. Namun

dalam Pasal 19 Rancangan Keppres tentang

Lisensi Merek, berakhirnya perjanjian lisensi bisa

disebabkan oleh kesepakatan kedua belah pihak.

Ini berarti bahwa para pihak boleh m€rrgatur

berakhirnya perjanjian lisensi dalam perjanjian

lisensi yang dibuatnya. rni merefleksikan bahwa

atas dasar kebebasan berkontralq para pihak bisa

membuat aturan tentang kapan perjanjian lisensi

itu berakhir.

Hal terakhir yang juga para pihak boleh

mengatumya adalah mengenai aspek penye-

lesaian sengketa. Biasanya dalam kontrak apapun

7 Yohsn6 Sogar SimaEora 2005, hintip Eulattn Kontat dalan Pengadua Baraag doa Jasa deh Pancrintola DBaitasi EotraE
Pdrc.s.rjaD Udv6sit6s Airlatrgg4 Surrbaya, hln 33.

' Ibi/r.,h1o.27.

' Ibtll
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termasuk kontrak lisensi, aspek penyelesaian

sengketa ini diatur dalam pasal tersendiri. Adapun

substansi pasal aspek penyelesaian sengketa ini

berisi atrtara lain jenis penyelesaian sengketa

yang didasarkan atas kebebasan dan keinginan

para pihak dengan berpedoman pada aspek

pcnyelesaian sengketa yang telah ada misalnya

melalui pengadilaru arbitrase maupun alternatif

pepyelesaian sengketa lainnya. Meskipun pada

dasarnya perjanjian lisensi merek dibuat atas

dasar kebebasan berkonh& namun dalam hal-

hal tcrtentu perjanjian ini juga dibatasi oleh

koteotuan undang-undang, dalam artian ada

ketGntuaD undang-undang yang ti.l,k boleh

disippangr. Ketentuan itu tercantum dalam Pasal

47 oyat (1) IJUM yang melarang perjaajian lisensi

mcBuat ke(entuan baik yang langsung maupua

tida$ langsung dapat menimbulkan akibat yang

merugikm perekonomian Indonesia atau me-

murt p€mbatasan yang menehambat kemampu-

an bgnpa lndonesia ,t"lem menguasai dan

mengeBbangkan teknologi pada umumnya.

K€tatuatr Pasal 47 ayat (l) UUM tersebut

sifaEya memaksa, sehingga harus dipatuhi oleh

pan pihak. Jika dilanggar oleh para pihalq maka

perjaajian tersebut tidak dapat didaftarkan pada

kantor Dir€ktorat Jenderal HKI. Direktorat Jen-

deral HKI akan menolak pendaftaran perjanjian

lisenri yang melanggar keteotuatr Pasal 47

ayat (l) tersebut. Sedangkan pendaftaran dan

pencrtatatr perjanjian lisensi merupekan st1[
sanr teurajiban yang hanrs dilaksanakan oleh para

pihek 3s$lgainana diqmanatkan dalam Pasal 43

ayat (3) IJUM. Jika tidak didaftarkao, perjanjian

lisensi tersebut tidak akan berlaku bagr para pihak

yang besangkuUn dan pihak ketiga.

Perjanjian lisensi merek terkait erat dengan

aspek ekonomi. Bagi para pihak keuntirngan

ekonomis akan menjadi f|rjrren yang utama. Di sisi

lain, perjanjian itu juga mendatangkan keuntung-
an yang bersifat ekonomis bagi negara. Keberada-

an perjanjian lisensi merek akan diikuti dengan

aktivitas bisnis yang lain seperti pendtian pabrik
banr (investasi baru), perelcutan tenaga kerja baru,

dan bagr negara akao mendatangkan pendapatan

berupa pajalq karna setiap aktivitas bisnis harus

membayar pajak. Jika aktivitas itu berlaogsung

&lam kurun waktu yang lama, maka pada,

jangka panjang akan meningkatkan perarmbuhan

ekonomi negara. Dari aspek ini, jelas perjanjian

lisensi merek sangat mendukung negara dalam

memajukan perhrmbuhan ekonomi. Atas dasar

itu, negara Hepentingan agar pe{anjian lisensi

di Indonesia tidak merugikan perekonomian

lndonesia atau menghambat kemajuan teknologi.

Justu sebaliknya, keberadaan perjanjian lisensi

hanrs dapat mendukung pemerintah <lalam

meningkatkan perekonomian dan mengembang-

kan teknologi. Hal itu bisa terlaksam misalnya

dengan cara mengatur agar bahan-b"han baku

untuk memasok kebutuhan bahan baku diambil

dari Indonesi4 pendayagunaan tenaga kerja

lokal, dan sebagainya. Pada aspek pengembangan

teknologi, perjanjian lisensi merek yang meng-

gunakan mesin-mesin baru dalam mengolah

prcduksi barang harus dapat memberikan nilai

tambah bagi negara dalam hal alih teknologi.

ImFlementasi prinsip kebebasan bertontrak

dalam perjanjian lisensi merek antara laitr dalam

hal pembayaran royalti. Royalti yang harus di-

bayar oleh penerima lisensi kepada pemilik merek

selaku pemberi lisensi sepenuhnya terBatrtung

pada kesepakatan mereka bersama- Para pihak

bebas dalam menentukan kapan pembayarau

itu hanrs dilaksanakan dan mengenai besarnya

Undang-undang Merek tidak menentukan menge-

nai hal itu. Atas dasar iq pembayaran royalti

acla'yang dilahkan setiap enam bulan atau setiap

tahun sekali. Jika dilakukan setiap enam bulan,

besamya dihitung dari setiap unit barang yang

diproduksi tlalam jangka waktu enam bglan atau

setiap unit barang yang terjual rlalaq.pgrioda

enam bulan- Demikiar jug6 iika dilakukan setiap

tahuq besamya royalti dihitung dari setiap rlnit

barang yang diproduksi selama setahun atau setiap

unit barang yang terjual selama setahun. Rahmi

Jened menyatakan bahwa peDetapan besamya

pembayaran royalti pada umurnnya didasarkan
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pada total penjualan penerima lisensi.r0 Para pihak

bebas untuk menenEkan model pembayaran yang

mereka sukai dalam perjanjian lisensi merek.

Selain itu, para pihak juga bebas untuk mem-

buat isi perjanjian yang menyangkut pembatalan

perjanjian lisensi di tengah jalan, jika salah satu

pihak melakukan kesalahen xtau tidrk melak-

sanakao kewajibannya. Hal yang demikian juga

terdapat di beftagai negara sepedi di Amerika
.l"n Uni Eropa-u Pelaksanaan kontrak lisensi di
Aoerika dan asgara-lsgara Uni Eropa misal-

nya selalu mencantumkan ketentuaD mengenai

pembatalan perjanjian di tengah jalan, supaya

masing-masing pihak mengetahui dan mema-

haminya. Jika penedma lisensi akan memutuskan

perjanjian di tengah-tengah kontrak sedang

berjalan, malq hal itu harus diberitahukan

terlebih dahulu kepada pemberi lisensi, begitu

juga sebaliknyq dan pernutusan itu mulai berlaku

sebulan ke depan, sehingga bisa dilahrkan yang

te$aik terkait dengan operasional perusahaan.

b) Prhdp Itikad Baik
Penguatan terhadap prinsip itikad baik sangat

mutlak diperlukan karena para pihak sulit menerka

apa yang tetkandung dalam isi hati masing-

masing. Oleh karena itu diperlukan adanya kesa-

daran untuk melaksanakan isi perjanjian sebaik

mungkin. Simamora menyatakan bahwa prinsip

itikad baik (Sood faitQ mempunyai fungsi yang

sangat penting d8lam hukum kontrak. Prinsip

itikad baik tidak saja berlaku pada tahap pe-

laklanaan, tetapi juga pada tahap penandatangan

dan tahap sebelum ditutupnya suatu kontrakr2

Lebih jauh beliau bcrpendapat bahwa terdapat

dua makna itikad baik. Pertarna, dalam

dengan pelaksanaan kontrak sebagaimana ditentu-

kan dalam Pasal 1338 ayat (3) B.W. Dalam kaitan

ini itikad baik atau bona fide diartikan sebagai

perilaku patut dan layak antar kedua belah pihak

(re.delijt*eid en bilijl:heid). Pengujian apakah

suatu tingkah laku itu patut dan adil didasarkan

pada norma-norma obyeltif yang tidak tertulis.

Kedua, itikad baikjuga diartikan sebagai keadaan

tidak mengetahui adanya cacat, seperti misalnya

pembayaran dengan itikad baik sebagaimana

diatur dalam Pasal 1386 B.w.t3

Prinsip itikad baik ini merupakan suatu hal

yang esensial dalam pelaksanaan perjanjian.

Timbulnya sengketa pada suatu perjanjian biasa-

nya bermula dari itikad baik Cari para pihak

dalam melalsanakau perjanjian yang mereka

buat bersama. Amanst yang diberikar Pasal

1338 ayat (3) B.W. telah tegas bahwa para pihak

dituntut kejujurannya untuk melaksanakan pcr-

janjian yang rclah mereka buat sebelumnya

dengan itikad baik. Itikad baik itu tidak hanya

dalam pelaksanaau perjanjian, tetapi jrya dalam

pembuatan perjanj ian. ta

Prinsip itikad baik dalam perjanjian liiemi
merek dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai yang

hidup dalam masyarakat datr tuntutan isi drlem

perjanjian itu sendiri. Itikad baik itu terimple-

menra(i pada hak drn kewajiban 665ing-masing

pihak secara seimbang dan harus dilaksanakan

deogan baik oleh para pihak. Masing-masing

pihak memiliki hak dan kewajiban yang..larus

dilaksanakao dengan itikad baik sehingga tidak

merugikan pihak lainnya- Baik &'censor maupun

licensee tidak brl.leh melanggar kesepakatan ysng

telah mereka buat sebelumnya. Dalam rahap

pelaksanaan hak dan kewajiban ini, para ,pihak

dituntut untuk melaksanakan. klausula yang

telah menjadi kesepakaan bersama, yang antara

lain tentang hak dan kewajiban, pembayaran

royalti, pengakhiran perjanjian lisensi,. d,n

sebagainya. Oleh karena itu, prinsip itikad baik

dalam perjanjian lisensi merek memerlukan

kejujuran sebagai landasan operasionalnya. Asas

itikad baik ini sangat penting, karena salah satu

alasan timbulnya perselisihan adalah pelang-

'i'
Rthmi ,cnc4 207, IIdt Kc*ayao lnulelaul, Penyalahpnd@t Eok Ek,kll/-tif, Ail,o/gga Univ€isity Prcss, SIII b.y& fno" 2l I
Drvid ,. Fr.rtlyr, @.crr., htE. t.
Yohaocr Sogat Sioamorr, Op.cir.,bb,. 36.
lud.
Ibid.,hln. 37 .



garan kontak perjanjian lisensi HKI. Hal itu

terbukti deng&n putusan Pengadilan Niaga No' l4l
MereMO08/PN.Niaga Jlt.Pst dan Putusan Mah-

kamah Agung No. zt40ll(/Pdt.Sus/2008 tentang

pembatalan merek ALAIA. Dalam kasus tersebut

baik Pengadilan Niaga maupua Mahkamah Agung

berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 69 ay* (2)

UUM gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa

batas waktu apabila merek yang bersangkutan

berte[tangan dengan moralitas agama, kesusilaan,

atau ketertiban umum. Menurut penjelasan Pasal

69 ayat (2) termasuk dalam petrgertian bertentang-

an dengan ketertiban umum adalah adanya itikad

tidak baik. Dalam kasus itu tergugat mendaftartan

merek ALAIA yang mengandung psrsEmaan

pada pokoknya atau keseluruhannya dengan

merek penggugat ALAIA. Merek tergugat di-

daftarksn sejak tanggal 2 Mei 2008, sementara

penggugat baru mengajukan gugatan pembatalan

tanggal l0 Marct 2009. Pengadilan berpodapat

bahwa meskipun gugatan pembatalan telah

melampaui waktq tetapi karena merek ALAIA
didaftarkan oleh tergugat dengan itikad tidak

baik, maka gugatan tetap dapat diterima. Peng-

adilan berpendapat tergugat bcritikad tidak baik

karcru ia mendaftarkan merek yang mengandung

persamaan pada pokoknya aau keseluruhaonya

dengan merek penggugat. Pendirian yang serupa

juga terkandung dalam putusan Mabkrmah Agung

Nomor 274PKr?dt/2003 tentang pembatalan

pendaftaran merek terkeml PRADA

Dalam kedua kasus temebut itikad baik

menjadi syarat utam4 khususnya dalam hal

pendaftaran merek maupuo dalam pelaksanaan

perjanjian lisensi merek terkenal. Oleh karena

itu perjanjian lisensi merek harus dilaksanakan

berdasarkan prinsip itikad baik supaya tidak

timbul sengketa di kemudian hari. Asas itikad
baik dalam perjanjian lisensi merek juga tenirat
dalam Pasal 48 UtlM, yang menyatakan bahwa

penerima lisensi yang beritikad baik, tetapi

kemudian lisensinya dibatalkan atas dasar adatrya

persamaan pada pokoknya atau keseluruhamya

dengan merek lain yang terdaftar, tetap berhak
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melaksauakan perjanjian lisensi tersebut sampai

dengan beraltirnya langka waktu perjanjian

lisensi.

Ketentuan tersebut dengan jetas melindungi

adanya itikad baik penerima lisensi bahwa

mereka tetap berhak menggunakan suatu merek

yang dibatalkan oleh pengadilan karena mengan-

dung persamaan pada pokoknya atau keseluruh-

annya dengan merek lain yang terdaftar. Itikad

baik penerima lisensi dalam hal ini berupa

ketidaktahuan bahwa tem;ata merek yaog

digunrkannya bermasalah di kemudian hari,

namun pada saat perjanjian dibuat ia tidak

mengetahuinya. Lebih lanjut Pasal 48 ayat

(2) dan (3) UUM menyatakaD bahwa sebagai

seorang yang beritikad baik ia tidak diwajibkan

membayar royalti kepada pemilik merek yang

dibatalkau, tetapi kepada pemilik merek yang

sebenamya. Jika pembayaran royalti terlebih

dahulu telah dibayarkan sekaligus pada pemberi

lisensi, maka pemberi lisensi tersebut harus

menyerahkan bagian dari royalti kepada pemilik

merek yang tidak dibatalkan yang besamya

sebanding dengan sisa jangka waktu perjanjian

liserui.

Apa yang terkandung dalam ketentuan di

atas merupakan bulti bahwa asas itikad baik

telah menjadi salah sahr persyaratan dalam pem-

buatan perjanjian lisensi merek. Para pihak harus

menjunjung tinggi prinsip tersebut agar perjanji-

an lisensi dapat berjalan dengan baik dan tidak

menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh

karena itu, demi mendukung terlaksananya per-

janjian lisensi merek yang aman dan meng-

untungkan bagr para pihalq diperlukan adanya

kesadaran dan kejujuran bagi para pihak untuk

melaksanakan prinsip kebebasan berkontrak

dar itikad baik. Kesadaran dan kejujuran itu
pada akhimya merupakan sarana penguatan bagi

kedua prinsip tersebut. Di sisi lain, apabila timbul
sengketa te*ait d€.rgan kedua prinsip tersebu!

para pihak dituntut untuk konsekuen dan jujur

tentang substaNi perjanjian schingga pada

akhimya pe{anjian yang telah dibuat dapat
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C. Penutup

Penguatao prinsip kebebasan berkontrak

dan itikad baik sebagai aasar pimbuatan aan

pelaksaaaan perjanjian lisensi merek diperlukan

mengingat keberlangsungau pelaksanaan

pe{anjiau lisensi merek sargat tergantung pada

niat baik para pihak untuk melaksanakan isi

pcrjanjian roara baik dm konsekuen. Penguatan

tertadap kedua prinsip itu dapat tercapai manakala

para pihak secara jujur dan peo.uh tanggunglawab

melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka

sepakati bersama d"n jika terjadi sengketa di antara

mereka, maka para pihak harus menempuh cara

penyelesaian yaog telah disepakati bersama baik

melalui pengadilan atau alternatif penyelesaian

sengketa yang lain. Pelaksanaan perjanjian lisensi

merek terkenal membutuhkan itikad baik dari

para pihak untuk selalu berbuat jujur dan ddak

menyimpang dari kesepakatan yang tercapai pada

saat pernbuatan kontrak sebagai implementasi dari

prinsip kebebasan berkontrak. Agar p€danjian itu

terlaksana dengan baik maka diperlukan adanya

kesadaran dan kejujuran dari para pihak, sehingga

prinsip kebebasan berkontrak dsn itikad baik

dapat berjalan sesuai dengan kemanfaatan yang
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